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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2017, dengan
ini menginstruksikan :

. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepada o1
2. Para Deputi Gubemnur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Untuk
KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta dalam menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018
menggunakan sasaran strategis yang menggambarkan outcome dan
output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama
Eselon | dan Il dan indikator kinerja lain yang relevan sesuai ketentuan
sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama Eselon | dan |l dengan sasaran strategis
dan indikator kinerja utama sesuai Renstra SKPD dengan target
yang seharusnya terwujud pada tahun 2018; dan



b.

Indikator kinerja lain yang relevan, selanjutnya disebut indikator
kinerja tambahan dengan sasaran mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel
dan berbasis teknologi informasi, yang diamanatkan untuk
dilaksanakan oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta. Adapun indikator kinerja tambahan dimaksud adalah
sebagai berikut : :

1.

penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan BPK yang diterima pada Tahun 2017 dan 2018
sesuai Instruksi Gubernur Nomor 87 Tahun 2017 tentang
Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2016, dengan Perangkat Daerah
Pengampu adalah Inspektorat Provinsi DKl Jakarta u.p.
Sekretariat Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;

pembaruan data realisasi pelaksanaan kegiatan APBD sesuai
Instruksi Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD,
dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah Bappeda
Provinsi DKI Jakarta u.p. Pusat Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan,;

ketepatan penyampaian Laporan Bulanan Fungsional
Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah termasuk UKPD di
bawah koordinasinya sesuai dengan SAP secara tepat waktu
sesuai Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang
Rencana Aksi Percepatan Peningkatan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Menuju Perolehan Predikat
Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017,
dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah BPKD Provinsi
DKI Jakarta u.p. Bidang Akuntansi; _

penyelesaian sensus aset/barang inventaris sesuai Instruksi
Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan
Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah,
dengan Perangkat Daerah Pengampu adalah BPAD Provinsi
DKl Jakarta u.p. Bidang Inventarisasi Data, Informasi dan

- Dokumentasi Aset; dan

pembaruan data strategis pada Portal Data Jakarta sesuai
tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran
Sekretaris Daerah Nomor 71/SE/2017 tentang Pelaksanaan
Input dan Pembaruan Data pada Portal Data Terbuka Jakarta
Untuk Mendukung Capaian Rencana Aksi Open Government
Indonesia (OGI), dengan Perangkat Daerah Pengampu
adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
DKI Jakarta u.p. Seksi Pelayanan Informasi Publik dengan
ketentuan sebagai berikut :

a) pembaruan data bagi Perangkat Daerah yang sudah
mengunggah data pada portal data.jakarta.go.id; dan

b) mengunggah 3 (tiga) jenis data baru bagi OPD yang belum
pernah mengunggah data pada portal data.jakarta.go.id.
Khusus untuk Walikota/Bupati mengunggah 3 (tiga) jenis
data yaitu : data kependudukan, data PMKS di luar Panti
(orang terlantar) dan data RW Kumuh. .
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. Para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 menggunakan Format | sebagaimana terlampir dalam
Instruksi Gubernur ini. »

. Para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Key Performance

Indikator Tahun 2018 menggunakan Indikator Kinerja Utama dan
indikator kinerja tambahan yang sama dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 menggunakan Format Il sebagaimana terlampir dalam
Instruksi Gubernur ini.

- Para Kepala Perangkat Daerah dalam menentukan target indikator

kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 melakukan koordinasi
dengan Perangkat Daerah Pengampu indikator kinerja tambahan
dimaksud sesuai tugas dan fungsinya.

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama Kepala

Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar
mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan penyusunan

Key Performance Indikator (KPI) Tahun 2018. ’

. Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola
Aset Daerah dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
sebagai Perangkat Daerah Pengampu memberikan dukungan data
capaian indikator kinerja tambahan secara periodik berdasarkan bukti
yang telah diverifikasi paling lambat tanggal 1 setiap bulannya.

: Para Kepala Perangkat Daerah mengikuti seluruh tahapan

penyusunan Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun
2018 dan penyusunan Key Performance Indicator tahun 2018 sesuai
Format Il sebagaimana terlampir dalam Instruksi Gubernur ini.

- Para Kepala Perangkat Daerah memperluas praktek pehyusunan

Perjanjian Kinerja bagi Pejabat Eselon lll dan IV sesuai kebijakan
internal Perangkat Daerah ‘dan menyerahkan dokumen perjanjian
kerja dimaksud ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dengan ditembuskan kepada Inspektorat dan Badan Kepegawaian
Daerah selambat-lambatnya pada minggu ke-lIV (keempat) bulan
Februari 2018.

: Dengan berlakunya Instruksi Gubernur ini, Instruksi Gubernur Nomor

3 Tahun 2018 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key
Performance Indicator Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Wﬁ}lﬁanggal 18 Januari 2018

A
o
(=~
sl
fr 4

i\

730 {40

/;Ml;;e\r‘rﬁ?ur‘«.Provinsi Daerah Khusus
; '*rsgy{// \,“:Ltﬁ:ukot Jakarta,

Ahles Baswedan, Ph.D.




Format |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

(ANAK LAMPIRAN 1/5-6 PERMENPAN-RB No.53 TAHUN 2014)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 |Terwujudnya sarana dan prasarana Penambahan Road Ratio 0,0032%
transportasi yang aman, memadai, modern,
terintegrasi, ramah lingkungan, dan
terjangkau bagi semua warga Jakarta ,
| X
Penambahan Luas jalur pejalankaki { \ -\ 146.400 m2
Persentase Kondisi Jalan Mantap NN 98,00%
Panjang Jalan yang Memiiliki. Prasarana \) \ 30.000 m
Jaringan Utilitas (m' ;)/ N N\ N
2 |Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan |Persentase progres penyelesalan tmdak lanjut\ . 100%
keuangan daerah yang transparan, rekomfpda‘gl t%uan hasil, pemenksaan _
akuntabel dan berbasis teknologi informasi |ekstefnal (BPK) \ V
SONAN N L
M Pr‘ogres re‘ahs‘asﬁpelakéanaan keglatan APED 100%
NN NN N/
’ Penyampman‘Laporan Fungsmnal Bendahara 100%
K\\ Pengeluaran SKPD sesuai dengan SAP secara
-~ \ |tepat waktu \ -
/“ \ \ \\ \ Persentase progres‘sensus aset/ barang 100%
C\ mventarls OPD
\ \ \ \\ || Pelséntase progres updating data strategis n data set
OPD pada Portal Data Jakarta sesuai tugas dan
_ fun95|
X, N~ S
Y U
No. Program\J J Anggaran Keterangan
1 |Program Pembangunan/"Peningkatan Jaian 827.235.866.444 APBD
dan Jembatan
2 {Program Rehabilitasi’Pemeliharaan Jalan 516.234.748.422 APBD
" {dan Jembatan
3 |Program Peningkatan Sarana dan 50.000.000.000 APBD
Prasarana Pekerjaan Umum
Jakarta,
Kepala OPD,
Nama Jelas
NIP.

Kolom Nomor Urut

1 : diisi dengan nomor urut

2 Kolom Sasaran Sirategis - diisi dengan sasaran strategis OPD sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya
terwujud pada tahun 2018

3 Kolom Indikator Kinerja - diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran (indikator
kinerja tambahan)

4  Kolom Target : diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun 2018

5  Kolom Program : diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis

6 Kolom Anggaran " diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut

7 Kolom Keterangan - diisi keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD)




Format it

KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) TAHUN 2018
(Lampiran XIl PERGUB 409 TAHUN 2016)

Jabatan : Kepala Organisasi Perangkat Daerah

SKPD : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
" T Penjelasan Indikator Kinerja TAHUN 2018
No. Indikator Kinerja (KP1) Sumber Data {Cara Menghitung) Bulan Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun| Jul | Agu| Sep| Okt | Nop Des )
1 |Penambzhan Road Ratic Dinas Bina Marga Penembahan luas jalan (perbandingan antara luas jdan dengan | Target (1) 0.0032%
luas wilayah) Realisesi () I P
Cepaian e
2 |Penambahan luas jair pejalan keki Dinas BinaMarga {uas tratoar yang diakukan penataan (Penambahar luas lrotoar | Target (t) - - -~]"1:454 |32928 | 7.320.] 21,950 43.520] 87,840 124.440| 133,080( 145.400 m2
yang ditata) Realisas {} 1 - 1
: Cepdian : I ~ Y 5
3 |Perseriase Kondisi Jalan Mantap Dinas Bina Marga Persentase Kondist jalan bak dan sedang (perbandingan parjang | Target {t} £ 1.%% | 9% | 9% | om: [9650%(%.500 97% | 97% |97.50%| 97.50% | 98% 98%
jalan delam kendisi baik dan sedang dengen parjeng jalan Reafsasiid £ |+ % B \J Y i
eksisting) oo |Copaien: ¥ S L e ¥ _
4 |Panjang jalen yang memilik prasaran Dinas BinaMarga - |Parjang jalan yeng memiiki prasarana jaringan :msmv ;. Target(t). | s\ . 1300 | 50041500 ] 4.500 | 500G {1B.00O( 25.500 | 28500 { 30.000m
jaringan uliitas (m’) {penambahan panjang jalan yang memitiki | nmmmaum ..Béma Realdesi() 1y 31y sy
. N A (A Capaim:__\_ Tl AR s 1
5 P penyelesaian tindak Inspektorat Junlahrekomendas LHP BPK RI q%SMS.\ dan; MST\E@ Target (t) w 0% /mor 8% S |- 5% | 3& 0% §10% | 10% | 10% | 15% 15%
lanjut rekomendas temuan hes teleh diselesakan o_mymxvo dan UKPD a&m&% _ : ~ IR - — >
pemeriksaan ekstema (BPK) \\\ dibegi jumlah selurh .m;o_:mamm_ LHP, mvz Rlyang %m__sﬁ Realisasi (1) / : n/ / Y v \w
TN .E:c: 2017 dan N:m dikali 100% 225*8_ os: Inspektorat) —— . : 7 — 7
g R e N A L
6 |Progres reafisasi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan 1. mﬁiw fiskkegidtan \ / Target{t) | A N w | o%d| a% | e%ibens [ me | oo% [ 0% | % [ o n% %
APBD vmsuma«ﬁl\ reh {2 »ma_&m keuangan G_.Sm:mmm erapen anggaran dan S— 3 i — 4
i xnmﬁsam_mmw xmcw«mms/ N Realisasi{) . _ S N
” \ SKPOUKPD & baveh organishsiya, Y L X
| A . |Veriikasi bieh Bappeda) | | Cepaien:
7 |Penyampaian Laporan Fungsicnal [Badan Pengelaa xm_._BoB Penyampaian Laporen Buénan mcamc_ﬁ_ mo:&:wm ,«.. Target (t) 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Bendahara Pengeluaran SKPD sesual : omwas vmaw_cu.m; SKFD dan UKPD di cmz% ,saeam_s& sestiai Realas
dengan SAP secera tepat waktu. | dengan m>_u wmowmaum waktu EBEEﬂ oleh BPKD) asi )
1. i 7 N \ (S Cepdan:
8 |Persentase progres sensus aset/ barang ! A _=;<m»8mmm_ asel-{mencetak daftar barang berdasarkan KIB [ Target {t) O | 0% | 0% [ 10% | 20% | 30% | 40% [ 50% | 80% | 70% | 80% 100%
|invertaris 0PD 2017 d ddam Sistem Infarmasi Aset)
2 Input hesil invertarisasi dan pencacshan dda aset dalam —
Sistem Informasi Aset Realisasi {1)
3. Identifikasi/ penempelan identitas aset {Baraoding)
4. Melakukan pelaporan (pengingan dan pelaparan) —
(sesusi pasisi eset pada KIB Tatun 2017). Capaion :
(Verifikas! oleh BPAD}
S |Jumleh progres updating data strateg's OPD)| Diskominfciik Jumiah data strategs sesuai dengan tuges dan fungsi OPD yeng [ Target {t) 4 4 6 4 4§ 6 4 4 6 4 4| 10daase
pada Porld Data Jakarta sesual tuges dan lerupadde pada Portrd Daa Jakaria Reafisasi ()
fungsi -
ol Ddp ), {Verifikast oleh Diskominfotik) Capaien :
£7 %«% )
Jakarta, 19 Januari 2018
Gub A.Wv_. ovinsi Daerah Khusus Kepala OPD,
N :r bi kol ,_mxm:m
S 2 o
g 3 \ Bagwedan, Ph.D, Nama Jelas
’ N NiP.
: o <
KeterangaheanZ4 KinTha #»
1 Kolom Nomor E»”vlww mP\\\ : diisi dengan nomor urut

2 Kolom Indikator Kinerja {(KP1)

3 Kolom Sumber Data

4 Kolom Penjelasan indikator Kinefja
{Cara Menghitung)

§ Kolom Tahun 2018

 diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain yang relevan dengan sasaran (indikator kinerja tambahan);
 diisi dengan sumber subjek dan tempat mana data dapat diperoleh
: diisi dengan penjelasan mengenai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian indikator kinerja program {outcome ), disertai dengan tata cara perhitungannya

: diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh OPD pada tahun 2018




Tahapan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Key Performance Indicator Perangkat Daerah

Format Il

Tahun 2018 :
No. Uraian Pekerjaan Peserta Tempat Waktu Keterangan
1. | Koordinasi penentuan target Indikator | Para Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala OPD dan | menyesuaikan 8-11 Januari Koord :
kinerja tambahan OPD Pengampu (Inspektur, Kepala Bappeda, 2018 . Bappeda
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah,
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik)
2. | Pengumpulan draf final Perjanjian Bappeda dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi/ Bappeda 12-15 Januari Koord :
| Kinerja dan KPI Tahun 2018 Kepala OPD 2018 Bappeda
3. | Penelitian draf final Perjanjian Kinerja | Badan Kepegawaian Daerah dan Para Pejabat | Badan Kepegawaian | 16-17 Januari Koord :
dan KP| Tahun 2018 Pimpinan Tinggi/ Kepala OPD Daerah 2018 BKD
4. | Rakor persiapan penandatanganan Bappeda, BKD, Diskominfotik, Biro ORB Setda, | Badan Kepegawaian | Selasa, 16 Koord :
Perkin dan KPI Ka. OPD 2018 Biro KDH-KLN Setda dan Biro Umum Setda Daerah Januari 2018 BKD
5. | Proses Pencetakan Dokumen : Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian | Kamis, 18 Koord :
: Daerah Januari Noém. BKD

1. Perjanjian Kinerja Ka. OPD Tahun
2018

2. KPI Ka. OPD Tahun 2018




No. Uraian Pekerjaan Peserta Tempat Waktu Keterangan
6. | Acara seremonial : Gubemur dengan Para Pejabat Pimpinan Balai Agung Pemprov. | Jumat, 19 Koord : BKD
Tinggi/Kepala OPD DKI Jakarta Januari 2018
1. Penanda tangan Perkin Ka. OPD
2018
2. Penanda tangan KPI Ka. OPD
2018
3. Penanda tangan Komitmen Open
Data 2018
7. | Penginputan target KPI Kepala OPD | Para Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala OPD 3m3<mmcmmxm: 19-21 Januari | Koord :
pada sistem eKinerja . 2018 Diskominfotik
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